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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 227 /PMK.05/2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 164 /PMK.05/2015 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN

Menimbang

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 90
ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013
tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara, Menteri Keuangan telah menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015
tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar
Negeri;

bahwa agar dalam tataran implementasi perjalanan dinas
luar negeri dapat dilaksanakan dan
dipertanggungjawabkan secara lebih efektif, efisien, dan
dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip good
governance pengelolaan Keuangan Negara, perlu
menyempurnakan pengaturan tata cara pelaksanaan
perjalanan dinas luar negeri dengan mengubah Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
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Mengingat

Menetapkan

Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015
tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar
Negeri;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015
tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar
Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1272);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
164/PMK.05/2015 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272), diubah sebagai berikut:

1. Diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni
ayat (la) dan ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga
Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12
(1) Berdasarkan Surat Tugas, Surat Persetujuan,
paspor, dan Exit Permit Atau Izin Berangkat Ke Luar
Negeri, PPK pada Kementerian Negara/Lembaga/

satuan kerja menerbitkan SPD.



2016, No.2146

(1a) Dalam hal Pelaksana SPD merupakan Pihak Lain,

(2)

(3)

penerbitan SPD oleh PPK dilakukan berdasarkan
Surat Tugas, Surat Persetujuan, dan paspor.

SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
sesuai format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dalam penerbitan SPD, PPK menetapkan golongan
Pelaksana SPD dan klasifikasi Moda Transportasi.

2.Di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat,

yakni ayat (5a) dan ketentuan ayat (13) Pasal 13 diubah,

sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 13

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibebankan pada

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran  (DIPA)

Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja.

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas

komponen-komponen sebagai berikut:

a. Biaya transportasi;

b. Uang harian;

c. Uang representasi;

d. Biaya asuransi perjalanan; dan/atau

e. Biaya pemetian dan angkutan jenazah.

Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a terdiri atas:

a. biaya transportasi dalam rangka Perjalanan Dinas
Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (3), termasuk biaya transportasi ke terminal
bus/stasiun/bandar udara/pelabuhan dan biaya
transportasi dari terminal bus/stasiun/bandar
udara/pelabuhan;

b. airport tax dan retribusi yang dipungut
di terminal bus/stasiun/bandar udara/
pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;

c. biaya aplikasi visa; dan
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(4)

(9)

(5a)

(6)

(7)

(8)

d. biaya lainnya dalam rangka melaksanakan
Perjalanan Dinas sepanjang dipersyaratkan di
negara penerima.

Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b terdiri atas:

a. biaya penginapan;

b. uang makan;

c. uang saku; dan

d. uang transportasi lokal.

Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

diberikan juga untuk waktu perjalanan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) paling tinggi
sebesar 40% (empat puluh persen) dari tarif uang
harian.

Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari tarif

uang harian dalam hal:

a. Diperlukan penginapan pada waktu transit yang
tidak ditanggung oleh penyedia Moda
Transportasi; dan/atau

b. Diperlukan penginapan setibanya di Tempat
Tujuan di Luar Negeri.

Uang harian dan biaya penginapan selama di dalam

negeri untuk jenis Perjalanan Dinas Jabatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf

c dan huruf d, diberikan mengikuti ketentuan dalam

Peraturan Menteri Keuangan mengenai perjalanan

dinas dalam negeri.

Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf c diberikan dan dikuasakan kepada pejabat

yang ditugaskan sebagai ketua Misi/Delegasi

Republik Indonesia, yang ditetapkan mengikuti

ketentuan peraturan perundang-undangan untuk

kepentingan kelancaran tugas Misi/Delegasi.

Biaya asuransi perjalanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
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(10)

(11)

(12)
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a. biaya asuransi perjalanan yang menanggung biaya
asuransi perjalanan selama dalam Moda
Transportasi yang termasuk dalam harga tiket
Moda Transportasi yang digunakan;

b. biaya asuransi perjalanan yang menanggung biaya
kesehatan selama melaksanakan tugas
Perjalanan Dinas Jabatan; dan

c. biaya asuransi perjalanan yang menanggung biaya
asuransi perjalanan selama dalam Moda
Transportasi dan biaya kesehatan selama
melaksanakan tugas Perjalanan Dinas Jabatan.

Biaya asuransi perjalanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (8) huruf a dapat dibayarkan dengan

ketentuan dalam hal biaya asuransi perjalanan
menjadi satu kesatuan dalam harga tiket Moda

Transportasi.

Biaya asuransi perjalanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (8) huruf b dapat dibayarkan dengan

ketentuan:

a. Pelaksana SPD tidak memiliki asuransi kesehatan
atau sejenisnya yang berlaku di dalam dan di
luar negeri serta dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;

b. sesuai jangka waktu pelaksanaan Perjalanan
Dinas sebagaimana tercantum dalam SPD; dan

c. klasifikasi asuransi perjalanan sesuai dengan
golongan Perjalanan Dinas.

Biaya asuransi perjalanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (8) huruf c dapat dibayarkan dengan

ketentuan:

a. memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada
ayat (9) dan ayat (10); dan

b. belum diberikan asuransi perjalanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) huruf a dan huruf b.

Biaya pemetian dan angkutan jenazah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf e termasuk biaya yang
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berhubungan dengan  pengruktian/pengurusan

jenazah.

(13) Komponen Dbiaya Perjalanan Dinas Jabatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan
pada rincian biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran
huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

3. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 20 diubah, sehingga

Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 20
Berdasarkan surat keputusan pindah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1),
Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang
ditunjuk, mengajukan permohonan Surat
Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
Berdasarkan surat keputusan pindah dan Surat
Persetujuan, Menteri/Pimpinan Lembaga atau
pejabat yang ditunjuk mengajukan paspor dan/atau
Exit Permit Atau Izin Berangkat Ke Luar Negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
Surat keputusan pindah, paspor, dan Exit Permit
Atau Izin Berangkat Ke Luar Negeri menjadi dasar
diterbitkannya SPD.
SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat
sesuai format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 25 diubah serta di

antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni

ayat (2a), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:



(1)

(2)

(22)

(3)
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Pasal 25
Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam
batas pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA
satuan kerja berkenaan.
Pembayaran biaya Perjalanan Dinas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, kepada
Pelaksana SPD paling cepat 5 (lima) hari kerja
sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
Pembayaran biaya Perjalanan Dinas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b kepada
Pelaksana SPD paling cepat 31 (tiga puluh satu) hari
kalender sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
Pada akhir tahun anggaran, pembayaran biaya
Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (2a) mengikuti ketentuan dalam
Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman
pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran pada

akhir tahun anggaran.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 27 diubah dan setelah ayat (2)

ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat

(5), sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 27
Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan
mekanisme UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 ayat (3) dilakukan dengan memberikan uang
muka kepada Pelaksana SPD.
Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan berdasarkan persetujuan pemberian uang
muka dari PPK.
Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) wuntuk Perjalanan Dinas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilampiri
dokumen sebagai berikut:
a. Surat Tugas;

b. Surat Persetujuan;
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(4)

(9)

c. Fotokopi paspor yang masih berlaku dan
fotokopi Exit Permit Atau Izin Berangkat Ke Luar
Negeri;

d. Fotokopi SPD;

e. Kuitansi tanda terima uang muka; dan

f.  Rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.

Dalam hal Pelaksana SPD merupakan Pihak Lain,

dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilampirkan kecuali fotokopi Exit Permit Atau Izin

Berangkat Ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf c.

Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) wuntuk Perjalanan Dinas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dilampiri
dokumen sebagai berikut:

a. Surat keputusan pindah;

b. Fotokopi paspor yang masih berlaku dan
fotokopi Exit Permit Atau Izin Berangkat Ke Luar
Negeri;

c. Fotokopi SPD;

d. Kuitansi tanda terima uang muka; dan

e. Rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.

6. Di antara BAB IX dan BAB X, disisipkan 1 (satu) bab, yakni
BAB IXA, ketentuan Pasal 29 diubah, dan di antara Pasal

29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A

sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

BAB IXA
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

Pasal 29
Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan
Perjalanan Dinas, biaya pembatalan dapat
dibebankan pada DIPA satuan kerja berkenaan.
Dalam rangka pembebanan biaya pembatalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
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Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pelaksana SPD

menyampaikan dokumen kepada PPK sebagai

berikut:

a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan
Dinas Jabatan dari pejabat yang menerbitkan
Surat Tugas, yang dibuat sesuai format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf
C yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini;

b. dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan atas dasar
undangan dari pihak lain, Surat Pernyataan
Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan
dilampiri dengan surat undangan atau surat
pemberitahuan pembatalan dari pihak
pengundang;

c. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan
Perjalanan Dinas Jabatan yang ditandatangani
oleh PPK, yang dibuat sesuai format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf
D yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini; dan

d. Pernyataan/tanda bukti besaran biaya
pembatalan yang disahkan oleh PPK.

Dalam rangka pembebanan biaya pembatalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pelaksana SPD

menyampaikan dokumen kepada PPK sebagai

berikut:

a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan
Dinas Pindah dari pejabat yang menerbitkan
surat keputusan pindah atau pejabat yang
ditunjuk, yang  dibuat sesuai format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf
C yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini;
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(3)

(1)

(2)

-10-

b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan
Perjalanan Dinas Pindah yang ditandatangani
oleh PPK, yang dibuat sesuai format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf
D yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini; dan

c. Pernyataan/tanda bukti besaran biaya
pembatalan yang disahkan oleh PPK.

Dihapus.

Pasal 29A

Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DIPA

satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29

ayat (2) meliputi:

a. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi
yang tidak dapat dikembalikan/refund atau
biaya pembatalan tiket transportasi;

b. sebagian atau seluruh biaya penginapan yang
tidak dapat dikembalikan/refund atau biaya
pembatalan penginapan;

c. biaya aplikasi visa;

d. biaya lainnya dalam rangka melaksanakan
Perjalanan Dinas sepanjang dipersyaratkan di
negara penerima.

Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DIPA

satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29

ayat (2a) meliputi:

a. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi
yang tidak dapat dikembalikan/refund atau
biaya pembatalan tiket transportasi;

b. sebagian atau seluruh biaya penginapan yang
tidak dapat dikembalikan/refund atau biaya
pembatalan penginapan;

c. biaya barang pindahan;

d. biaya aplikasi visa;
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e. biaya lainnya dalam rangka melaksanakan
Perjalanan Dinas sepanjang dipersyaratkan di

negara penerima.

7. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 30 diubah, sehingga

Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 30

Pelaksana SPD menyusun pertanggungjawaban

pelaksanaan Perjalanan Dinas, berupa:

a. laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas; dan

b. pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas.

Laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Laporan pelaksanaan kegiatan untuk Perjalanan
Dinas Jabatan yang dilakukan untuk keperluan
sebagai berikut:

1. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat
pada jabatan;

2. mengikuti kegiatan magang di luar negeri;

3. melaksanakan pengumandahan (detasering);

4. mengikuti konferensi/sidang internasional,
seminar, lokakarya, studi banding, dan
kegiatan-kegiatan yang sejenis;

5. mengikuti dan/atau melaksanakan pameran
dan promosi; dan/atau

6. mengikuti training, pendidikan dan
pelatihan, kursus singkat (short course),
penelitian, atau kegiatan sejenis.

b. Ijazah atau surat keterangan telah menyelesaikan
tugas belajar untuk Perjalanan Dinas Jabatan
yang dilakukan untuk keperluan mengikuti
tugas belajar di luar negeri dalam rangka
menempuh pendidikan formal setingkat Strata
1, Strata 2, Strata 3, dan post doctoral,

c. Hasil diagnosa dari tim medis atau rumah sakit

untuk  Perjalanan Dinas Jabatan yang
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dilakukan untuk keperluan mendapatkan

pengobatan di luar negeri berdasarkan

keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga; dan

d. Surat keterangan penjemputan dan pengantaran
jenazah untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang
dilakukan untuk keperluan menjemput atau
mengantar jenazah Pejabat Negara, PNS, PPPK,
anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat Lainnya,
dan Pihak Lain yang meninggal dunia di luar
negeri karena menjalankan tugas negara.

(3) Pertanggungjawaban  biaya  Perjalanan  Dinas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk
Perjalanan Dinas Jabatan dengan melampirkan
dokumen berupa:

a. SPD yang ditandatangani oleh pihak yang
berwenang di Tempat Tujuan Di Luar Negeri
atau Tempat Tujuan Di Dalam Negeri;

b. surat pernyataan dari Pelaksana SPD dalam hal
tidak diperoleh tanda tangan dari pihak yang
berwenang menandatangani SPD sebagaimana
dimaksud pada huruf a.

c. kuitansi/bukti penerimaan uang harian sesuai
jumlah hari yang digunakan untuk
melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan;

d. bukti pengeluaran yang sah untuk biaya
transportasi, terdiri atas:

1. bukti pembelian tiket transportasi dan/atau
bukti pembayaran Moda Transportasi
lainnya; dan

2. boarding pass, airport tax, pembuatan visa,
dan retribusi;

e. kuitansi/bukti pengeluaran yang sah untuk biaya
penginapan bagi Perjalanan Dinas Jabatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
huruf ¢ dan huruf d;

f. Daftar Pengeluaran Riil yang ditandatangani oleh

Pelaksana SPD dan PPK dalam hal bukti
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pengeluaran untuk biaya transportasi tidak
diperoleh, yang dibuat sesuai format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf
E yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini;

g. kuitansi/bukti pengeluaran yang sah untuk uang
representasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (2) huruf c; dan

h. kuitansi/bukti pengeluaran yang sah untuk biaya
asuransi perjalanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (8) huruf b dan huruf c.

Pertanggungjawaban  biaya  Perjalanan  Dinas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk

Perjalanan Dinas Pindah dengan melampirkan

dokumen berupa:

a. SPD yang telah ditandatangani oleh pihak yang
berwenang di Tempat Tujuan Pindah Di Luar
Negeri atau Tempat Tujuan Pindah Di Dalam
Negeri;

b. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya
transportasi, biaya barang pindahan, dan uang
harian; dan

c. kuitansi/bukti pengeluaran yang sah untuk biaya
asuransi perjalanan yang terpisah dari harga
tiket Moda Transportasi yang digunakan.

Pelaksana SPD mengirimkan atau menyampaikan

dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut:

a. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
kepada pemberi tugas paling lambat 5 (lima)
hari kerja setelah Perjalanan Dinas Jabatan
dilaksanakan;

b. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja
setelah Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan;

dan
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c. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
kepada PPK paling lambat 8 (delapan) hari kerja

setelah Perjalanan Dinas Pindah dilaksanakan.

8. Ketentuan ayat (2) Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 31
PPK melakukan Perhitungan Rampung seluruh
bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas.
PPK berwenang untuk menilai kesesuaian dan
kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam
bukti-bukti pengeluaran dan Daftar Pengeluaran Riil
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan
ayat (4) huruf c.
PPK mengesahkan seluruh bukti pengeluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Bukti pengeluaran yang telah disahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai:
a. pertanggungjawaban UP/Tambahan Uang
Persediaan (TUP) bagi Bendahara Pengeluaran;
dan/atau

b. pertanggungjawaban SPP/SPM Pembayaran LS.

9. Mengubah Lampiran II, Lampiran III, Lampiran VII,

Lampiran VIII, dan Lampiran IX Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272) sehingga

menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
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Al

LAMFIEAN

-16-

FPERATURAN MENTER]I KEUANGAN REPUELIK INDONESIA
NOMOR 227/PME.05/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
NOMOR 164 /PME.05/2015

KEUANGAN
TENTANG  TATA CARA

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

Lembar [

Eemnenterian  Negema fLenbaga

AMinielryys metition

i)

Hheat o,

Kude No 2
Clocle No. 22
Mowrior

e )

HURAT PRREIALAMAN IJINAS [SHI)

LETTER OF OFFICIAL TRAVEL

A

Pejabat Pembuat Homitmen
Anetbesriseinngg COfficear
MNaarna /NP Pepawai vanp toelsksanskan
perjslansn dinss
Neame/ ismployes Register Muanber of the
ausigned officer
Punplal dan Golongaom
Official rank
Jabatan/Inatansi
Frsition,/ kistidion
Thu Blisya jealaarizrs Dhivise
L] of” OyTTciol Trane] Dyponse
Mabsud Perjalaren Dinees
Purposce o Travel
Alul prgslentan yang diperpuniskun
Mode of tranaportation

Tempat berangkat

Faint of Departure

i, Icmpat Tuuan

T Foint of (astingtinn
Lameanys Perjalanan Dinas
imaertion of Cxffical Yrooe!
b, Dommwel bermglal
T Dale of Depariure
W] bwrus kern bl flibo o tompes
baru ¢)
Lireed of ussignrnend Labe’ Siuarl of
TASIFIUINENE e

a.

b.

=

a.

Pongiloat ¢ Mamms
Compornon | Nome

‘I'ﬁlngg:ﬂ Lahir Ketocrangen
Late of Luth Note

Ly st (17}
=

s
DPeommbwe buriar Arspgaran
Rudget Alnoafion
Instansi
sHRItinn
Akun
Conde o Acoowen!
Kalsrampan lein-lain
Acklitional Note

b

a8 000 anseneamnad (19)

*} corct yeog tidals perlu
trross if not Appioahls

Dikchaarkan di

Ploee af [mswance .. 23]
Tomippal

Dhaler of ISSUOALE e 21)
Peojabat Pembuat Komitnaen

Awuthorizing {fficer

NI
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Lembar II
Tiba di B t d
e P P (26) D:pa s ﬁ:; ..................... (30)
Pada Tangeal T v @7 X 31)
4 a
% Y B (28) BZ‘:: Tanggal . (32)
Kepala Kantor * 33
Head of Office ™ e (33)
..................................................... (29) OO U PPN i |
R, ) (s A R )
NIP NIP
na lirl-:ﬁgjim D nnn(26) geepam;;g‘g ........... (30)
Pada Tanggal ) > Ke
B s 27) .(31)
Date To
Ke Kantor * F (28) Pada Tanggal A (32)
Head of Office %) T e gafe _— R
epala r*
Head of Office ®) o (33)

Tiba di .

W i o £ smmsasesasasl (26)
Pada Tanggal ; @7)
Date R | )
Kepala Kantor * . (28)
Head of Office *} T

reeeen(29)
[rusmmmn A )
NIP

VI Tiba di Tempat Kedudukan | 35
* Arivalat Departure Point |~ (35)
Pada Tanggal .
e . (36)

Pejabat Pembuat Komitmen i @7

Authorizing Officer

Be t dari

Departure fom G (30)
- S . 31)
Pada Tanggal . 30
Date F et (32)
Kepala Kantor * 33
Head of Office e (33)
................................................................ (34)
s A Ve S RS R )

NIP

Telah diperiksa dengan keterangan bahwa
perjalanan tersebut atas perintahnya
dansemata-mata untuk kepentingan jabatan

dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Pejabat Pembuat Komitmen @7
Authorizing Officer

Keterangan/note:

*) Hanya untuk kebutuhan administrasi, jika Kepala Kantor tidak ada di tempat, dapat
ditandatangani oleh pegawai atau petugas yang berada di tempat.

It is only for administrative purpose, if the Head of Office is not available, can be signed by

available officer.

www.peraturan.go.id
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

Lembar I:

(1) Diisi nama Kementerian Negara/Lembaga dari satuan kerja yang
dibebani biaya Perjalanan Dinas.

(2) Diisi nomor lembar SPD

(3) Diisi kode nomor SPD

&3] Diisi nomor SPD

(3) Diisi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/jenis PPK kegiatan tertentu
apabila dalam satker terdapat lebih dari 1 (satu) PPK.

6) Diisi nama/NIP pegawai vyang melaksanakan perjalanan dinas

{Pelaksana SPD).

7) Diisi pangkat dan golongan Pelaksana SPD.

8) Diisi jabatan/instansi Pelaksana SPD.

9) Diisi tingkat biaya Perjalanan Dinas Pelaksana SPD.

Diisi maksud dari dilaksanakannya Perjalanan Dinas.

Diisi jenis alat angkutan/transpor yang digunakan.

Diisi kota tempat tujuan pelaksanaan Perjalanan Dinas.

10)
11)
12) | Diisi kota tempat kedudukan asal/keberangkatan Pelaksana SPD.
13)
14)

Diisi lama waktu dilaksanakannya Perjalanan Dinas dengan satuan
hari.

(15) | Diisi tanggal keberangkatan pelaksanaan Perjalanan Dinas.

(16) | Diisi tanggal harus kembali ke tempat kedudukan semula atau tiba di
tempat tujuan baru untuk perjalanan dinas pindah.

(17) | Diisi nama pengikut atau yang turut serta dengan pegawai yang
melaksanakan Perjalanan Dinas, khusus untuk Perjalanan Dinas
Pindah.

iisi dengan tangg ir pengikut/vang turut serta dengan pegawai
18) | Diisi d al lahi ik d i
yvang melaksanakan Perjalanan Dinas, khusus untuk Perjalanan Dinas
Pindah.

(19) | Diisi hubungan pengikut dengan Pelaksana SPD, khusus untuk
Perjalanan Dinas Pindah.

(20) | Diisi nama satker yang dibebani biaya Perjalanan Dinas.

(21) | Diisi kegiatan, output dan akun dalam Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) yang dibebani.

(22) | Diisi Nomor dan tanggal Surat Tugas Pelaksana SPD.

(23) | Diisi tempat penandatanganan SPD.

(24) | Diisi tanggal penandatanganan SPD.

(25) | Diisi nama dan NIP PPK/jenis PPK kegiatan tertentu yang

menandatangani SPD.
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Lembar II:

(26) | Diisi nama tempat tujuan Perjalanan Dinas dan/atau tempat tujuan
Perjalanan Dinas berikutnya.

(27) | Diisi tanggal tiba di tempat tujuan Perjalanan Dinas dan/atau tempat
tujuan Perjalanan Dinas berikutnya.

(28) | Diisi nama jabatan penandatangan SPD di tempat tujuan dan/atau
tempat tujuan Perjalanan Dinas berikutnya.

Dalam hal Kepala Kantor atau pimpinan di tempat tujuan tidak berada
di tempat, maka penandatanganan SPD dapat dilakukan oleh pegawai
atau petugas yang berada di tempat tujuan tersebut.

(29) | Diisi tanda tangan, nama, dan NIP penandatangan SPD di tempat
tujuan dan/atau tempat tujuan Perjalanan Dinas berikutnya.

(30) | Diisi nama tempat tujuan Perjalanan Dinas untuk melanjutkan
Perjalanan Dinas dan/atau kembali ke tempat kedudukan.

(31) | Diisi nama tempat tujuan Perjalanan Dinas berikutnya dan/atau
kembali ke tempat kedudukan.

(32) | Diisi tanggal keberangkatan Perjalanan Dinas berikutnya dan/atau
kembali ke tempat kedudukan.

(33) | Diisi nama jabatan penandatangan SPD di lokasi tempat tujuan
Perjalanan Dinas.

Dalam hal Kepala Kantor atau pimpinan di tempat tujuan tidak berada
di tempat, maka penandatanganan SPD dapat dilakukan oleh pegawai
atau petugas yang berada di tempat tujuan tersebut.

(34) | Diisi tanda tangan, nama, NIP penandatangan SPD di tempat tujuan
Perjalanan Dinas.

(35) | Diisi nama tempat kedudukan Pelaksana SPD.
(36) | Diisi tanggal tiba di tempat kedudukan Pelaksana SPD.

(37) | Diisi PPK/jenis PPK kegiatan tertentu apabila dalam satker terdapat
lebih dari 1 (satu) PPK.

(38) | Diisi tanda tangan, nama, dan NIP PPK/jenis PPK kegiatan tertentu
apabila dalam satker terdapat lebih dari 1 (satu) PPK.
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B. FORMAT RINCIAN BIATA PERJALANAN DINAS

RINCIAN BIAYA PERJIALANAN DINAS

Leunpiren SPD Nowor
Tanggal
Ma. FPERTNCTAN BIAYA JUMLAH KETERANGAN
)
2.
=
4.
2.
Lo
i
&
JUMLAH - Rp
Terbilang
eeeeieieeennn-, tanggal, bulan, tabun
Telah diboywr sejuznluh Telah wencrma juinlab uang scbesar
Bendahara Pengeluaran Yang Menerima

NIP NLP

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetaplan esjumlah R s R
Yang telah dihavar semula SRP
Bisu kurang /leliah SIRER o S R R e

Pojabal Pernbual Komlmen

NLF
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. FORMAT SURAT PERNYATAAN
KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS
PERJALANAN DINAS ....... (1)
NOMOR. ..o “)

Yang bertanda tangan di bawah 1ni:

NI et en e nn et er s emnae e ere e sene s eeenl )

Jabatan L e 2)

Kemenlenan Negura/ Lembagu . (7)

menyalolan dengan  sesunggubmve, bobwa lugas Pegelenon Dinas ... (8)
hordasatkan . (9) Notnor: wa.. (10) tanggal.......... (11) atas niama:

Narna e T S D B o e e T N (12)
NP ettt et en e en s e e enn e (13)
Jabatan S e A L e e B U D S I D (14)
Tmit Organisas T i oo g B R M S ) B A S (15)
Kementerian NegarafLembaga B R L P R B L R SR R R R (16)
dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebahkan adanya keperluan dinas lainnya
yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu...en

Schubungan dengan permmbalalan lerschul, prlaksanaan Penalanan Dinas ... {18)
ldak dupal diganbikan oleh pejabal/pegawal negern laan.

Diemikian surat pernyataan ini dibuat dengan sehenarnya, apabila di kemuadian hari
ternyata surat pernyataan mi udak benar, saya bersedia cikenakan sankei sesual
peraturan perundang-undangan.

............ R R e .2 ||
Yang membuat pernyataan,
meterai
Rp06ON0 -

(20
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PETUNJUK PENGISIAN FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN
PERJALANAN DINAS

Diisi sesuai jenis Perjalanan Dinas, Jabatan atau Pindah

Diisi nomor surat pernyataan pembatalan tugas Perjalanan Dinas

Diisi nama pejabat yang menerbitkan Surat Tugas, surat keputusan
pindah atau pejabat yang ditunjuk

Diisi NIP pejabat yang menerbitkan Surat Tugas, surat keputusan
pindah atau pejabat yang ditunjuk

Diisi jabatan pejabat yang menerbitkan Surat Tugas, surat keputusan
pindah atau pejabat yang ditunjuk

Diisi nama unit organisasi pejabat yang menerbitkan Surat Tugas, surat
keputusan pindah atau pejabat yang ditunjuk

Diisi nama Kementerian Negara/Lembaga dari pejabat yang
menerbitkan Surat Tugas, surat keputusan pindah atau pejabat yang
ditunjuk

Diisi Jabatan atau Dinas

Diisi Surat Tugas atau surat keputusan pindah

Diisi nomor Surat Tugas atas surat keputusan pindah

Diisi tanggal Surat Tugas atas surat keputusan pindah

Diisi nama Pelaksana SPD

Diisi NIP Pelaksana SPD

Diisi jabatan Pelaksana SPD

Diisi nama unit organisasi Pelaksana SPD

Diisi nama Kementerian Negara/Lembaga dari Pelaksana SPD

Diisi alasan pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas

Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani surat
pernyataan

Diisi Jabatan atau Dinas

Diisi tanda tangan dan nama jelas pejabat yang menerbitkan Surat
Tugas, surat keputusan pindah atau pejabat yang ditunjuk
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D FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMEEBANAN

KOTI' SURAT

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS ... (1)

Yang bertanda tangan di bawah 1ni:

Nama e B R i T e T S S T AT 2)
NIP E e et e e eae et e ettt e et eanenenee et eant et e etenen e nnes (3)
Jabatan B P R R e R R R R R T ()
Satker R R S e S S S AR [5)
Kementerian Negara /Lembaga S e s s s e B
menyalakan dengan scsungpuhinya, bahwa Perjulanan Dinas ... (7) brrdasarkan
..... (8) Nomor ...... (9) tanggal ...... (10) dan SI'D) Nomor ........ (L1) tanggal ....... (13)
atas nama:

Nama R e L L Y LR YR LI L R R LR R (13)
NP :

Jabatan

Satlker e S S P s R R

Kementerian Negara/Lembaga 1 oot e e e e 17)
(]ib@ll.ﬂlkﬂ'ﬂ Sllﬂllﬂi (lcrrlgan anaTHEl Pl:"'lyﬂtﬂﬂ'” Pl:lrl‘kl?_i‘ﬂ‘l?fll Tllgﬁﬁ P(:Tjﬂlﬂ'"ﬂ'” D'llT]H:"

.......... (18) Nomor .......... (19) tanggal ......... (20)

H(:rl(::"”ﬂﬁ'fl 1!('.1'!;”'\ IR:TT[LJHIH]HT] I(:m(:‘hlli., ll;ﬂyﬂ })(:Trl})&tﬁl]ﬁ'ﬁ .\-'ﬂ'ng 1.{:Iﬁ}] I(:TIHTIler
dibavarlkkan atas beban Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (IMPA] tidak dapat
dilkembalikan/refund (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp.......... (conee) (21), sehingga
dibehankan pada Dallar Tsian Pelaksanasn Anggaran (DIPA] Nomor: ... (22)
tanggal............ [23) Satker ... 24).

n(:'lfl'[kiHTI suTAl IHI'!’TI_}'HIHHT] 'iTIi d'il)llﬂl. d(:ngﬂn R(IE)-(ITIHTTI}I’H, HI)HE)’“H d'i kl‘,‘Tl‘IlJ(]iﬁTl ]‘IH'I';

ternyata surat pernyataan i hdak benar, saya bersedia dikenakan sanksl sesua
peraturan perundang undangan.

............ s [20)
Yang membuat pernyataan,
melera
Rp6&000,

e |26)
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PETUNJUK PENGISIAN FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN

BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

—

Diisi sesuai jenis Perjalanan Dinas, Jabatan atau Pindah

Diisi nama PPK satuan kerja yang dibebani biaya Perjalanan Dinas

Diisi NIP PPK satuan kerja yang dibebani biaya Perjalanan Dinas

Diisi jabatan PPK satuan kerja yang dibebani biaya Perjalanan Dinas

Ul

Diisi nama satuan kerja yang dibebani biaya Perjalanan Dinas

AAAAA,-\
=) w
2l [ E|E

Diisi nama Kementerian Negara/Lembaga dari satuan kerja yang
dibebani biaya Perjalanan Dinas

-

Diisi Jabatan atau Pindah

Diisi Surat Tugas atau surat keputusan pindah

O

Diisi nomor Surat Tugas atau surat keputusan pindah

Diisi tanggal Surat Tugas atau surat keputusan pindah

Diisi nomor SPD

Diisi tanggal SPD

Diisi nama Pelaksana SPD

Diisi NIP Pelaksana SPD

Diisi jabatan Pelaksana SPD

Diisi nama satuan kerja yang dibebani biaya Perjalanan Dinas

—_| | — ] — = — | — | — | — | —

—_ = = = === =
N — =
—_— == — === -

Diisi nama Kementerian Negara/Lembaga dari satuan kerja yang
dibebani biaya Perjalanan Dinas

Diisi Jabatan atau Pindah

Diisi nomor surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas

Diisi tanggal surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas

Diisi dengan jumlah angka dan huruf biaya pembatalan yang tidak
dapat dikembalikan/ refund sebagian/seluruhnya

Diisi nomor Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja
yang dibebani biaya Perjalanan Dinas

Diisi tanggal DIPA satuan kerja yang dibebani biaya Perjalanan Dinas

Diisi nama satuan kerja yang dibebani biaya Perjalanan Dinas

Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani surat
penyataan

Diisi tanda tangan dan nama jelas PPK satuan kerja yvang dibebani
biaya Perjalanan Dinas
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E. FOREMAT DAFTAR FENGELUARAN RIIL

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama T Gneg
Jabatan

berdasarkan Surat Perjalanan Dinasz (SPD) Nomor.......... tanggal ...

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transportasi pegawal di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti
pengeluarannya, meliputi:

., dengan ini kami

No Uraian Jumlah

Jumlah

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan
Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas
pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Mengetahui/Menyetujui: teeveomneeenanns, tANggal, bulan, tahun
Pgjabat Pembuat Komitmen, Pelaksana SPD,

MENTEERI KEUANGAN
EEFUBLIK INDONESIA,

ttd.

2RI MULYANI INDRAWATI



